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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya,
laporan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2022 dapat tersusun tepat waktu.

Dalam rangka mengejawantahkan visi Mahkamah Agung RI : “Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dalam cetak biru dan Renstra B adan Peradilan
2010-2035, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah
Agung RI, telah menyusun rencana strategis tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadi pedoman dalam
melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari rencana jangka menengah tahap ketiga
dalam rencana jangka panjang 2010 — 2035 dalam b/ue print Mahkamah Agung.

Untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE-31/M.PAN/X11/2004 Tentang Penetapan
Kinerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Maluku
Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Laporan ini menguraikan capaian-capaian kinerja di tahun 2022, Disamping itu,
Juga menguraikan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dalam Bab 111, yaitu Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

KjlP Pengadilan Ti

Maluku Utara Tahun 2022 &%



Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini,
untuk itu, sumbang saran dan kritik yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan,

untuk kesempurnaan laporan ini ke depan dan semoga bermanfaat, terima kasih.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara
tahun 2022, merupakan LKjIP pertama pada perencanaan jangka menengah tahap ketiga
dari Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian
kinerja dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah masalah penyelesaian perkara yang
diputus dan dikirim oleh Pengadilan Negeri pengaju sebagai pengadilan tingkat pertama
di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dikenal dengan istilah “Upaya Hukum”
Banding. Penyelesaian upaya hukum banding merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi
Maluku Utara yang merupakan sasaran strategis dan berpedoman pada faktor indikator
kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasinyanya. Adapun pencapaian
output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, sarana dan
prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang
menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara

adalah sebesar 90,87 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

sebagaimana dalam tabel berikut:

Ltaca Lahun 20220 g



Sasaran Strategis |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana 100% 100% 100%
- Pidana khusus 100% 100% 100%

b.  Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi :

- Perdata 55% 8,6 % 15,63 %

- Pidana 80 % 553% 69,12 %

- Pidana khusus 80 % 65 % 81,3 %
¢.  Index Responden Peradilan tingkat pertama yang puas terhadap 90% 95,61 % 106,23 %

Layanan Pengadilan Tinggi

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis | 81,75 %

Sasaran Strategis I1

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target = Realisasi
Capaian

a.  Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
tepat waktu :

- Perdata 100 % 100 % 100 %
- Pidana 100 % 100 % 100 %
- Pidana Khusus 100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 11 100 %
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah
Konstitusi”, Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan
penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo.
Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam
Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dengan demikian
berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai
realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentan g perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Tin ggi Maluku Utara merupakan Pengadilan Ti ngkat
Banding dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja
dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan

dan kegagalan tingkat kinerja yangdicapainya.




B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara organisatoris, administratif dan finansial
serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan
Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam
wilayah hukum Propinsi Maluku Utara, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang,

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat banding. Disamping itu juga
bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi dan sebagai
berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pen gadilan Negeri di daerah hukumnya.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis
yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan
pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku
hakim, pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat
pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan
administrasi perkara & Administrasi Umum

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta:

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi
peradilan;

6. Mengadakan pengawasan terhadap Jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan

menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
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PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 — 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang
(2010-2035) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2020- 2024, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-
2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan
yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechrs idea) yang ingin
diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke
mana Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan dibawa dan diarahkan dapat
berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed
(dibutuhkan) oleh masyarakat — stakeholder/justitiabelen.
Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :
"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan kondisi yang
diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi
Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya dalam

melaksanakan aktivitas.




Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dijabarkan dalam bentuk
Misi yang harus di emban dan dilaksanakan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi
Maluku Utara Misi adalah:
a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan;

¢. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku
Utara.
Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama “Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku
Utara”, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses
peradilan yang obyektif adalahadanya kemandirian lembaga yang
menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah
lembaga (kemandirian institusional), sertakemandirian hakim  dalam
menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian
menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan

peradilan secara efektif,

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah
mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial
(konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan
organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus
dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan
tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu
diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan
penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.
Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan Jaminan penyelenggaraan
pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga
mengandung  aspek  kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan

pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk




menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan
kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah- masalah hukum
yang berkembang.

Misi kedua, “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada
Pencari  Keadilan”, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Maluku

Utara mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam
memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang
adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai
yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.
Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana
untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan
putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah
pihak.

Misi ketiga, “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan
Tinggi Maluku Utara . Kualitas kepemimpinan badan peradilan

akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain
menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan
kebijakan- kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek
yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya
kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non- teknis, secara
operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan
administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki
kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya- upaya tersebut,
menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan
dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-

teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).




Misi  keempat, “Meningkatkan Kredebilitas dan Transparansi
Pengadilan Tinggi Maluku Utara”. Kredibilitas dan transparansi badan
peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari
keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan
dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-
putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.  Selain sebagai  bentuk
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga
akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan
itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil
peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan
pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun
hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi,
pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya
dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara

professional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

- Tujuan Strategis:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah

sebagai berikut:

1.

[

Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan Pencari keadilan. Tujuan diukur dengan
menggunakan indikator: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang
puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur
dengan menggunakan indikator: Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

setelah putus.

- Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima




tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki,

Adapun Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai
berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

No

Sasaran dan Strategis

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel:
a Prosentasi Penyelesaian perkara tepat waktu
b. Prosentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjuan Kembali

¢ Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan peradilan tingkat
banding

2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
& Persentase Pengiriman salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Maluku Utara memuat angka
target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai
dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi

dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan




diwujudkan oleh organisasi (performance agreement atau lebih dikenal sebagai

Penetapan Kinerja). Pada Tahun 2022, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah

memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut -

Tabel 2.1:

Rencana Kinerja Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
I | Terwujudnya Proses Peradilan | a. Persentase perkara yang
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan tepat waktu :
Akuntabel - Perdata 100 %
Pidana 100 %
|- Pidana Khusus 100 %
b. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi:
- Perdata 55%
Pidana 80 %
- Pidana Khusus 80 %
¢. Index Responden peradilan
tingkat pertama yang puas 90 %
terhadap Layanan Peradilan
tingkat banding
2 | Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan yang
Pengelolaan Penyelesaian dikirim ke Pengadilan Pengaju
Perkara tepat waktu:
- Perdata 100 %
- Pidana 100 %
- Pidana Khusus 100 %




C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur sebagai wujudnyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi.
Tabel 2.2:
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
No | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
I | Terwujudnya Proses Peradilan | a. Persentase perkara yang
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan tepat waktu :
Akuntabel - Perdata 100 %
- Pidana 100 %
- Pidana Khusus 100 %
b. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi:
- Perdata 35%
- Pidana 80 %
- Pidana Khusus 80 %
¢. Index Responden peradilan
tingkat pertama yang puas 90 %
terhadap Layanan Peradilan
tingkat banding
2 | Peningkatan Efektivitas a.  Persentase salinan putusan yang
Pengelolaan Penyelesaian dikirim ke Pengadilan Pengaju
Perkara tepat waktu:
- Perdata 100 %
- Pidana 100 %
Pidana Khusus 100 % J




1. Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a)

b)

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu baik itu perkara Perdata, Tipikor maupun Pidana
Anak dapat diselesaikan tepat waktu 100% sesuai SOP yang ditepati secara disiplin, maka target
masing-masing 100% dengan sendirinya terlaksana secara tepat dan pasti.

Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi masing-masing ditargetkan untuk
perkara perdata 55%, Pidana dan Pidana Khusus 80%, hal ini menyangkut prediksi yang bersifat
hipotesis yang realitasnya masih tergantung dari perkembangan kenyataan yang terlaksana.
Target untuk perkara yang tidak mengajukan Kasasi di atas merupakan suatu prediksi yang bersifat
hipotesis tergantung dari kemauan para pihak, sehi ngga sangat tergantung pada realitas di lapangan,
Begitu juga untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjuan Kembali.

Index responden pada peradilan tingkat pertama yang puas pada pelayanan Peradilan Tingkat
Banding ditargetkan 90% sebagai angka Persentase yang cukup memadai namun demikian
Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengharapakan realitas Persentasenya lebih bagus atau lebih dari
90%, sehingga capaian yang diharapkan bisa mendapat nilai Persentase lebih tinggi yaitu 100%.
Kedepannya target akan ditingkatkan sesuai upaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara meningkatkan
kualitas pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan atau Putusan

Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2. Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Maluku Utara

a) Pengiriman Salinan Putusan pada Pengadilan Negeri pengaju masing-masing ditargetkan 100%

sesuai SOP penyelesaian perkara yang memberikan pengertian penyelesaian perkara sampai
dengan tingkat minutasi adalah termasuk pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Tinggi
Maluku Utara ke pengadilan negeri pengaju secara riil terlaksana secara tepat dan disiplin, maka
pengiriman kembali salinan berkas putusan ke pengadilan negeri pengaju tepat waktu secara riil

terlaksana secara baik.




BARB 11

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2022 merupakan
pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara
tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja
kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan
kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap
kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi
indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan
persentasenya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran

Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Terwujudnya Pro : perkara yang
Peradilan yang diselesaikan tepat waktu :
Pasti, Transparan - Perdata 100 % 100 % 100 %
dan Akuntabel - Pidana 100 % 100 % 100 %
- Pidana Khusus 100 % 100 % 100 %
b.  Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi:
- Perdata 55% 8,6 % 15,6 %
- Pidana 80 % 553 % 69,1 %
- Pidana Khusus 80 % 65 % 81,3 %
¢. Index Responden peradilan
tingkat pertama yang puas 90 % 95,61% 106,23 %
terhadap Layanan Peradilan
tingkat banding
2 Peningkatan a.  Persentase salinan putusan
Efektivitas yang dikirim ke Pengadilan
Pengelolaan Pengaju tepat waktu:
Penyelesaian - Perdata 100 % 100 % 100 %
Perkara - Pidana 100 % 100 % 100 %
- Pidana Khusus 100 % 100 % 100 %




* Capaian : Realisasi

Q,
Target X 100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

B S S P T o e R RS T T s AT TP

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
judny yang

Akuntabel

Sasaran staregis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan
akuntabel” merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari
keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan
mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu:

(1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

(2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:

(3) Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan
Tinggi;

(4) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu:

Rata-rata capaian sasaran strategis untuk 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator ini pada tahun

2022 sebesar 90,85 %. Capaian 4 (empat) indikator pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:




Tabel 3.2:
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

s e VT e, e TP Iy v |

1 Terwujudnya Proses | d.  Persentase perkara yang
Peradilan yang diselesaikan tepat waktu :
Pasti, Transparan - Perdata 100 % 100 % 100 %
dan Akuntabel - Pidana 100 % 100 % 100 %
- Pidana Khusus 100 % 100 % 100 %
e. Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi:
- Perdata 55% 8,6 % 15,6 %
- Pidana 80 % 553 % 69,1 %
- Pidana Khusus 80 % 65 % 81,3 %
f. Index Responden peradilan
tingkat pertama yang puas 90 % 95,61 % 106,23 %
terhadap Layanan Peradilan
tingkat banding
2 | Peningkatan b.  Persentase salinan putusan
Efektivitas yang dikirim ke Pengadilan
Pengelolaan Pengaju tepat waktu:
Penyelesaian - Perdata 100 % 100 % 100 %
Perkara - Pidana 100 % 100 % 100 %
- Pidana Khusus 100 % 100 % 100 %

_LKIP Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2022
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke - 1:

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan

perkara untuk pengadilan tingkat banding adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Untuk itu jumlah

perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan

November tahun

sebelumnya sampai dengan bulan Januari di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di

bulan November di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun

berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.3:
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2022
i Perkara Yang | Perkara Yang
Tahun Péiliara Diselesaikan Diselesaikan Target | Realisasi Capaian
Tepat Waktu (%)
Perdata 35 35 100 % 100 % 100%
2022 Pidana 47 47 100 % 100 % 100%
Pidana 20 20 100 % 100 % 100%
Khusus
Perdata 38 38 100 % 100 % 100%
2021 Pidana 44 44 100 % 100 % 100%
Pidana 7 7 100 % 100 % 100%
Khusus
Perdata 49 45 90 % 91,84 % 102,04 %
S0 Pidana 53 50 90 % 94,33 % 104,38 %
Pidana 8 8 90 % 100 % 111,11 %
Khusus
-
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Grafik 3.1:

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2022
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Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022 adalah sebanyak 102 perkara, dengan
rincian perkara Perdata 35 perkara, Pidana 47 perkara, Pidana Khusus yaitu Tipikor 16 perkara,
Pidana Anak 4 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dan capaiannya sebesar 100%. Capaian ini sama dengan
capaian tahun 2021 dan 2020 mencapai target dengan nilai capaian kinerja 100% dan
pencapaian targetnya konsisten sejak tahun 2020. Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat
pada tabel 3.5. dan grafik 3.2.

Secara umum, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara (Pidana, Perdata, Tipikor dan
Pidana Anak) sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berturut-turut adalah sempurna
karena capaian sesuai target.

Untuk meningkatkan indikator persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu, Pengadilan

Tinggi Maluku Utara telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan antara lain:

a  Komitmen bersama seluruh aparat Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk
menerapakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding
paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu
tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.




Proses Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2022 untuk
perkara Perdata diselesaikan selama 7 hari hingga 54 hari, Pidana diselesaikan selama 5
hari hingga 55 hari, Pidana Anak diselesaikan selama 4 hari hingga 6 hari dan Perkara
Tipikor diselesaikan selama 8 hari hingga 38 hari.

SOP penyelesaian perkara telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melakukan
Reviu SOP penyelesaian perkara perkara baik Pidana, Perdata, dan Tipikor dan Pidana
Anak.

Monitoring dan evaluasi terhadap penginputan data perkara untuk setiap tahapan proses
perkara pada aplikasi SIPP (Sitem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waku vaitu

oneday publish.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi dan Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus tahun berjalan. Semakin
sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada
tahun 2020-2022 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi secara
berturut-turut adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2020-2022

Perkara | Perkara Yang | Perkara Yang

Tahun P:::;:sra Putus Mengajukan Tidz_lk Target | Realisasi Capaian
Kasasi Mengajukan (%)
Kasasi

Perdata 35 32 3 55% 8,6 % 15,6 %

2022 Pidana 47 21 26 80 % 55,3 % 69,1%
Pidana 20 7 13 80 % 65 % 81,3%
Khusus

2021 Seluruh 96 59 37 80% 39% 48,18 %
Perkara

2020 Seluruh 104 37 67 80 % 64,42 % 80,52 %
Perkara




Grafik 3.2:

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2022
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Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 42
perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 102 perkara. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara Perdata sebanyak 8,6 %,
capaiannya sejumlah 15,6 % untuk perkara Pidana realisasinya sejumlah 55,3 % dan
capaiannya 69,1 % dan untuk Pidana Khusus sebanyak 65 % dengan capaian sejumlah
81,3%.

Jika dibandingkan tahun 2021, realisasi menurun sehingga capaian kinerjapun menurun
menyentuh angka 15,6 %.

Realisasi dan capaian untuk perkara pidana meningkat dari tahun sebelumnya dengan
capaian 69,1 %

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi menurun hal ini disesuaikan

dengan keadaan perkara dan target yang akan dicapai.

Untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, tidak bisa
diprediksi karena menyangkut hak-hak dari para pithak yang berperkara untuk

mengajukan upaya hukum.




Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3
Indeks Responden Pengadilan Negeri yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

e Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan
masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan
Tinggi Maluku Utara. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi
interval IKM Index harus > 80.

° Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2020 terdiri dari 9 komponen,
sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Makanisme dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif} 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan:; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku
Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9. Sarana dan Prasarana

e Hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi
Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5:
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Jumlah Responden
P Peradilan Tingkat
umlah Responden Pertama yang Puas /- :
Tahun Survel Terhadap Layanan Target Realisasi Capaian
Peradilan Tingkat
Banding
2022 317 302 90 % 95,36 % 105,95 %
2021 161 153 90 % 95,22 % 100 %
2020 100 90 90 % 90 % 100 %
2019 60 55 89 % 91,15 102,41 %




Grafik 3.3;

Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi Tahun 2019-2022
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Berdasarkan hasil analisis data terhadap data diatas ini, realisasi indeks responden pengadilan
tingkat pertama Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang puas
terhadap layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebesar 95,77 %. Realisasi tersebut telah
mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian indikator di atas adalah 100 %

Survei indeks kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang
lingkup, antara lain:

1. Persyaratan:
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dab Prosedur Prosedur:
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian:
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses

pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
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. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat dan dituangkan dalam SK Ketua
Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana
tidak dipungut biaya apapun.

. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan:

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari
setiap spesifikasi jenis pelayanan.

. Kompetensi Pelaksana:

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

. Perilaku Pelaksana:

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.

. Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk

benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak

(gedung).
Tabel 3.6:
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara
NO. Ruang Lingkup Rata-rata Skor Kategori Peringkat

Persyaratan 3,85 Sangat Baik 2
Sistem, Mekanisme, dan 3,81 Sangat Baik 3
Prosedur

Waktu Penyelesaian 3,78 Sangat Baik 7
Pelayanan

Biaya/Tarif 3.8 Sangat Baik 5
Produk Spesifikasi Jenis 3.8 Sangat Baik 5
Pelavanan




6. Kompetensi Pelaksana 3,717 Sangat Baik 8

7. Perilaku Pelaksana 3,81 Sangat Baik 3

8. Penanganan Pegaduan, 3,75 Sangat Baik 9
Saran dan Masukan

9. Sarana dan Prasarana 3,96 Sangat Baik |

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data survei ini, disimpulkan bahwa Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara
untuk periode Januari-Desember 2022 sebesar 95,36 dan berada pada kategori “Sangat Baik”,
Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

a  Persyaratan Pelayanan dengan jenis pelayanannya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara
dengan nilai 3,85 berada pada kategori sangat baik.

b Sistem, Mekanisme, dan Prosedur di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,81
berada pada kategori sangat baik.

¢ Waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,78 pada kategori
sangat baik.

d  Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,8 pada
kategori sangat baik.

¢  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,8
pada kategori sangat baik.

£ Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,77
pada kategori sangat baik.

g  Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,81 pada
kategori sangat baik.

h  Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan
nilai 3,75 pada kategori sangat baik

L Kualitas Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,96 pada
kategori sangat baik.

Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan  di
PengadilanTinggi Maluku Utara, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan
responden paling tinggi berada pada ruang lingkup ruang lingkup “Sarana dan Prasarana”.

Dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat didapat capaian sebesar 105,95 % hal ini
sesual target yang ditetapkan sebesar 90 % dengan realisasinya 95,36 %. Capaian tahun 2022

dan tahun 2021 mencapai lebih dari target, dan terjadi peningkatan jumlah responden pada
2022.




Sasaran 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara”
merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.
Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu:

(1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu

Rincian capaian tahun 2022 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah
ini.
Tabel 3.7:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

-
[imca R T
1

1 Efektivitas yang dikirim ke Pengadilan
Pengelolaan Pengaju tepat waktu :
Penyelesaian - Perdata 100 % 100 % 100 %
Perkara - Pidana 100 % 100 % 100 %
- Pidana Khusus 100 % 100 % 100 %

Indikator pada sasaran ini mencapai capaian sebesar 100 %, hal ini sudah mencapai target.

Grafik 3.4:
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pen gelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2020-2022
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Sasaran 2 Indikator ke 1
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Indikator kinerja persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat
waktu ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para
pihak dengan jumlah putusan. Rincian capaian pada Indikator ini dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:

Tabel 3.8:
Persentase Salinan Putusan Perdata Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu

Tahun 2020-2022

Salinan
A Y - - -
Tahun ;::‘;IS:I:I Il;l::::::::: te;l)];tg Target Realisasi Capaian (%)
waktu
2022 35 35 100 % 100 % 100 %
2021 96 926 100 % 100 % 100 %
2020 45 45 100 % 100 % 100 %

Jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 perkara dan
Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 35
perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 % , dengan capaian 100 %.
Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara ke
pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan
Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara perdata tersebut selalu tepat

waktu.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2020 dan 2021, nilai
capaian dan realisasi selalu mencapai target 100 %. Kondisi ini menujukan efektifitas
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara perdata ke
Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari
Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara

profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP maing-masing.




Tabel 3.9:

Persentase Salinan Putusan Pidana Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu
Tahun 2020-2022

Salinan
Tahun ::::]::l I[’;::::]amn :;::f Target Realisasi Capaian (%)
waktu
2022 47 47 100 % 100 % 100 %
2021 47 47 100 % 100 % 100 %
2020 50 50 100 % 100 % 100 %

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2022 adalah sebanyak 47 perkara dan
Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 47
perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 % , dengan capaian 100 %.
Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara pidana
Ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan
Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara pidana tersebut selalu tepat
waktu.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2020 dan 2021, nilai
capaian dan realisasi selalu mencapai target 100 %. Kondisi ini menujukan efektifitas
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana ke
Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari
Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara

profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP maing-masing.

Tabel 3.10

Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu
Tahun 2020-2022

Jumlah Salinan Putusan
Tahun Putusan | Yang Dikirim tepat Target Realisasi Capaian (%)
waktu
2022 20 20 100 % 100 % 100 %
2021 7 7 100 % 100 % 100 %
| 2020 8 8 100 % 100 % 100 %

Jumlah putusan perkara pidana khusus yaitu Tipikor dan Pidana Anak pada tahun




2022 adalah sebanyak 20 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak
tepat waktu adalah sebanyak 20 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar
100 % , dengan capaian 100 %. Pengiriman Salinan Putusan perkara pidana Khusus Pada
umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara Pidana
Khusus Ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja

Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2020 dan 2021, nilai
capaian dan realisasi selalu mencapai target 100 %. Kondisi ini menujukan efektifitas
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan Pidana Khusus ke

Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari
Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara

profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP maing-masing.




B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2022 untuk DIPA 01 adalah
awalnya sebesar Rp 17.713.958.000,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta Sembilan
ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun dalam perjalanan mengalami revisi angaran
karena ada refocusing anggaran untuk Pandemi Covid 19 juga ada pengurangan belanja
pegawai , sehingga pagu anggaran menjadi Rp.13.642.500.000.- - (Tiga belas milyar Enam
ratus empat tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) .Realisasi anggaran
Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp.13.598.938.961 -
atau sebesar 99,68 (%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran
Pengadilan Tinggi maluku Utara pada tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar 1,16 %

Untuk Pagu Anggran DIPA 03 Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2022
adalah sebesar Rp 287.553.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi angaran karena
Terjadi Pandemi Covid 19 sehingga pagu anggaran menjadi Rp.219.223.000.- .Realisasi
anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2020 tercatat sebesar
Rp.285.688.578,-atau sebesar 99,35 (%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi
realisasi anggaran Pengadilan Tinggi maluku Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan
sebesar 4,5 %

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun
2019-2022, baik DIPA 01 maupun DIPA 03 dapat dilihat dalam tabel berikut -

Tabel 3.11:
Realisasi Anggaran DIPA 01 tahun 2020-2022

Anggaran Realisasi ]
No Tahun Y
(Rp) (Rp) ’
| 2022 13.642.500.000,- 13.598.938.961.- 99,68 %
2 2021 15.507.834.000,- 15.278.550.517,- 98,52 %
3 2020 22.240.072,000,- 21.724.338.985. - 94,70 %




Tabel 3.12:
Realisasi Anggaran DIPA 03 tahun 2020-2022

. Anggaran Realisasi »
No Tahun (Rp) (Rp) Yo
] 2022 287.553.000.- 219.223.000.- 99.35 %
2 2021 341.023.000.- 324.989.529 - 95.30 %
3 2020 219.223.000.- 204.248.539 - 93.17 %

Adapun Realisasi biaya perkara perdata yang dibiayai oleh para pihak, tahun 2022
sebanyak 35 perkara sebesar Rp. 5.250.000 .- merupakan biaya untuk mencapai
sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14:
Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2020-2022
Jumlah  perkara Sssal
No | Tahun An?éjs)ran Re(aé:;)asu %

Masuk Putus
1| 2022 37 35 5.550.000 5.250.000 94,59%
2 | 2021 41 38 6.150.000 5.700.000 92,68%
3 | 2020 49 45 7.350.000 6.750.000 91,83 %

Adapun penggunaan biaya perkara perdata tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku
Utara sesuai SK KPT Nomor W28-U/1658/HK.02/10/2022 dialokasikan penggunaan untuk
setiap perkara diantaranya biaya Materai Rp.10.000,- Redaksi Rp.10.000,- ATK Rp.24.000,-
Insentif Pengelola Rp.30.000,- dan Biaya Pengiriman Berkas Rp.76.000,-. Kemudian dari
jumlah perkara tersebut di atas, penggunaan biaya materai sejumlah Rp.350.000- biaya
Redaksi sejumlah Rp.350.000,- ATK sejumlah Rp.840.000,- Insentif Pengelola sejumlah
Rp1.050.000,- dan Biaya Pengiriman Berkas sejumlah Rp.2.660.000,-.

Realisasi biaya perkara perdata tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi dua
tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena rasio penyelesaian perkara perdata yang meningkat

pula sebagai hasil dari optimalisasi implementasi SOP dalam penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara.




BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2022 merupakan capaian
atas target kinerja dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2022
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan
oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah
terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku
Utara tahun 2022 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, walaupun ada salah
satu indikator yang mengalami penurunan, namun lebih banyak indicator yang mengalami
peningkatan, sedangkan untuk realisasi dan nilai kinerja anggaran menunjukkan

peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan
pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan
pengawasan. Untuk Pengelolaan Administrasi Perkara dan Keuangan perkara, Pada tahun
2022 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah meraih prestasi juara I tingkat nasional
NNamun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih
kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa pengadilan

negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang
peningkatan kinerja di Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara maka

diperlukan:

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.




2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya perbaikan sarana dan
prasarana kantor yang masih minim berupa alat pengolah data maupun meubelair
merupakan kebutuhan vital menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur
pengadilan, begitu juga dengan sarana dan prasarana lingkungan berupa jalan masuk kompleks

perumahan yang tepat berada di samping kantor maupun di belakang kantor yang belum diaspal

dan belum tertata dengan baik.

Kondisi lingkungan yang demikian adalah merupakan salah satu kendala yang
dihadapi sekarang dan perlu mendapat perhatian yang serius agar kebutuhan keamanan
dan kenyamanan memberikan dukungan pada pekerjaan yang diemban oleh para hakim

dan juga aparat pengadilan Tinggi Maluku Utara lainnya.




